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National Sharia Uoard - Indoncsian Counr.il of Ulama 
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Tclp.(021) 3450932 Fax. (02 1 ) 3440889 



FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

GIRO 

4\il 

Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 

dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa 
perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang 
penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan 
dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 
lainnya, atau dengan pemindahbukuan; 

b. bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh 
hukum Islam (syari’ah); 

c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk 
mu’amalah syar’iyah untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan giro pada bank syari’ah. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 

o°j£j of vi jttfi* \°p\ 14? t; 

°u* 

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
( mengambil ) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu. . . 

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

<0til Jjdj c4Xjl)al Jl Oli... 



“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... ”. 

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

... 2) jJLaJIj I jij\ I jjJ'Ul l-^jl Tj 
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“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu 

4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: 

• • • J} J* 1 'Jj&j ••• 

“dan tolong-menolonglah dalam ( mengerjakan ) kebajikan.... ” 

5. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani: 

J? I Ajj\a/S » (jLoJl £3.5 A«P ^yj OlS"" 

Is i tbilj 4 j Jj5j N J Aj V 01 ^^Ip 

J a!» £-0s OAJi JjtS Oli C<ulsj A»S"" 4 j 

^jp (3 sljj) aJIj aOp Alit 

•(o" 1 ^ J*' 

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya ” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 

: JlS ^ _L0j aJTj <u!p <uil 01 

^yjl «Ijj) jA\ Jali-j c4^5jLLJ|j cjil ^Jl 

‘Wa&i bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah f mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 

clO I j>- jl ^j>- o* 

jl N*A>- *^l ^gip 0j^L«-<Jlj 

<0* 0^ 4 'jj) 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf). 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib ) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 

9. Qiyas. Transaksi mudharabah , yakni penyerahan sejumlah harta 

(dana, modal) dari satu pihak ( malik , shahib al-mal ) kepada 
pihak lain (‘amil, mudharib ) untuk diperniagakan 

(diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai 
kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi musaqah. 

10. Kaidah fiqh: 

J* jl; y \ j \ 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang 
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam 
usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula 
orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai 
kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya keijasama di antara kedua pihak tersebut. 

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 

Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./l April 2000. 



MEMUTUSKAN 
: FATWA TENTANG GIRO 
: Giro ada dua jenis: 

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang 
berdasarkan perhitungan bunga. 

2. Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang 
berdasarkan prinsip Mudharabah dan W adi ’ah. 

: Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah : 

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 
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4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 



1 . Bersifat titipan. 

2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call). 

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 
pemberian ( ‘ athaya ) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 



Ketiga 



: Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi’ah : 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H . 



1 April 2000 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 






Prof. KH. Ali Yafie 



Nazri Adlani 



Dewan Syariah Nasional MUI 




DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI 

National Sharia Uoard - Indoncsian Counr.il of Ulama 

Sekretariat : Masjid lstiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma. Jakarta Pusat 10710 
Tclp.(021) 3450932 Fax. (02 1 ) 3440889 



FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

TABUNGAN 

4iil 



Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 

dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan 
jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang 
penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu 
simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak 
dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang 
dipersamakan dengan itu; 

b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh 
hukum Islam (syari’ah); 

c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang bentuk-bentuk mu’amalah syar’iyah untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari’ah. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 

o j s-j oi V) jisCJb j-4 1 i jjl«t ^ jji Tj 

°u* 

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu. . . ”. 

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

. ,4j J <Uil collal (l)li. . 

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... ”. 

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1 : 

... i I I L 



“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”. 
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4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: 

• • • J* . . . 

“dan tolong-menolonglah dalam ( mengerjakan ) kebajikan.... ” 

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas: 

J? 2>l Ajjli/2^ jLoJl £3.5 lil ■ IlaAl Xs- ji ^LjlSI UOOO OlS"" 

'lS Vj cljplj N Vj 0^5*0 Aj V (1)1 AO-llyS> ^Lp 

J j a!s < -cy^ s Oli cAil?j 4-S” oli AjlS aj 

-ia — **jVI <3 ^IjijaJl aljj) ajli-li aJTj aJp aUI ^^11^ <4)1 

•(oV^'cO* 



“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 

£^31 ; 35 ”" j 2 I <L>*yhi : Jli aJTj aOp Aiil ^iVa 01 

^1 aljj) V o -«IS Jb ^Jl J ai^-j c2^jLi«Jlj cjirl ^l 

jf- A^-La 



“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 



7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 

I — «I j>- J3-I jl VV3- ^ • j>- udv? VI (jyOL^Jl jjU- ^L^l 
I J^“l jl VV-a- ^ li VI 0 j^L^Jlj 

-(a->jP jj j* aljj) 



“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf). 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib ) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi 
musaqah. 

10. Kaidah fiqh: 

J* j3s jl; y \ i j 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang 
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam 
usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula 
orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai 
kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya keijasama di antara kedua pihak tersebut. 

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./l April 2000. 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG TABUNGAN 

Tabungan ada dua jenis: 

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan 
yang berdasarkan perhitungan bunga. 

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan 
prinsip Mudharabah dan Wadi’ah. 

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah : 

1 . Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau 
pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
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6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 



1 . Bersifat simpanan. 

2. Simpanan bisa diambil kapan saja ( on call ) atau berdasar-kan 
kesepakatan. 

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 
pemberian ( ‘ athaya ) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 



Ketiga 



: Ketentuan Umum T abungan berdas arkan W adi ’ah : 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H . 



1 April 2000 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 





Nazri Adlani 
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI 

National Sharia Uoard - Indoncsian Counr.il of Ulama 

Sekretariat : Masjid lstiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma. Jakarta Pusat 10710 
Tclp.(021) 3450932 Fax. (02 1 ) 3440889 



FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

DEPOSITO 



Dewan Syari’ah Nasional setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 
dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa 
perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang 
penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu 
simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan peijanjian nasabah 
penyimpan dengan bank; 

b. bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh 
hukum Islam (syari’ah); 

c. bahwa oleh karena itu, DSN mempandang perlu menetapkan 
fatwa tentang bentuk-bentuk mu’amalah syar’iyah untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank 
syari’ah. 

1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 

b'j—k ; y ni jj*db dcii; jidjd \°p\ ^jjJi \$ i; 

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
( mengambil ) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu. . . 

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

. ,4j j <uil (jdj coCd ij-li L22j«j Oli.. 

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... ”. 

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1 : 

... 5 I Tj 



“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ... ”. 
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4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198: 

Or* I 2)1 ^ll?r • • • 

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari 
Tuhanmu .... ” 



5. Hadis Nabi riwayat Thabrani: 

2 ? jx ^1 Ajjl_Ja« JlJJl 121 > jjgo.il x3s- ^LiJl U020» OlS”" 

'{£ Vj clplj Aj JjAj Vj clj>cJ Aj 2JJ-^J V 01 A^-Ctf 

J j v-j aJs fit 0JJ2 Jje Oli ;aJ1?3 A;S" cjI2 ajIS aj 

^jp Ja^jVI (3 sljj) sjb>rlj j*JL»«j aJ| j aOp Atil Aill 



•(cA* o*' 

“ Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 

^ «Jl :35”" ^Jl JiAbki : JlS ji-U'j aJTj a«1p au! ^«Jl 01 

^jjl Jjj) 'j C-~«JJ Jl) ^Jl JaLp-j cA^jlLaJlj tjjsrl ^g)l 

jjp ASrL» 

‘WaW bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 



7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 

I «I J>- JjsO jl VVJ- ^ y>- Uci^5 VI dryOl^Jl jjUr ^tLall 

I «I j>- J2-I jl VVj>- ^ j>- l i» jd* VI jt-f^jjO. 0 j^il^Jlj 

■(^2 J* (ji <0* J ^ 4 'jj) 



“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Ain r bin ‘Auf). 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib ) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi 
musaqah. 

10. Kaidah fiqh: 

J* 'S4 of vi j 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang 
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam 
usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula 
orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai 
kemampuan dalam memproduktif-kannya. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut. 

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 

Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./l April 2000. 

MEMUTUSKAN 
: FATWA TENTANG DEPOSITO 
: Deposito ada dua jenis: 

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu Deposito 
yang berdasarkan perhitungan bunga. 

2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan 
prinsip Mudharabah. 

: Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah: 

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
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6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H . 

1 April 2000 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 04/DSN -MUFIV /2000 
Tentang 

MURABAHAH 



Dewan Syari’ah Nasional setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana 
dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli; 

b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melang- 
sungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, 
bank syari’ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang 
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 
harga yang lebih sebagai laba; 

c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari’ah. 

1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 

j'j—k? y j_jA \°p\ 'Ja i ^5 \ 

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
( mengambil ) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu...”. 

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: 

• • • O • • • 

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba.... " 

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

... 5 I 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.... ” 

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280: 

... 4 4 4 015”" 01 J 
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“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan... ” 

5. Hadis Nabi S AW.: 

4 d P 4iil 4iil J 01 44P 4iil 

4 — 5rt> J — jtj a 'jj) ‘e/ 5 ' 

(OL^ 4^^J 

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." 
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban). 

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 

j : Jli 4 JT j 4 J p 4iil 01 

4^-La «Ijj) N CUjlU ^Jl Jalp-j c4^jLLJ|j 

‘Wfl&i bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual. ” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 

C>\ J>- JjOl j| ^ ^ 

0«l j>- 'b/j j t g Oj^L^Olj 

oi a'jj) 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Aufj. 

8. Hadis Nabi riwayat jama’ ah: 

. . .Jii 'JA\ jk* 

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman...” 

9. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: 

.Ojipj 4 ^ 5 Jj>o 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi 
kepadanya. ” 

10. Hadis Nabi riwayat ' Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam: 

(l)b jd\ 4^1p ^Ul “^l J *dl 

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka ) dalam 
jual beli, maka beliau menghalalkannya. ” 

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara 
Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; 
lihat pula al-Kasani, Bada’ i as-Sana’i, juz 5 Hal. 220-222). 

12. Kaidah fiqh: 

jl; y vi j \ 

“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 

Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./l April 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG MURABAHAH 

: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ ah: 

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba. 

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah 
Islam. 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu 
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 
yang diperlukan. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan peijanjian khusus 
dengan nasabah. 
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Kedua 



Ketiga 



Keempat 



9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank. 

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang. 

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang 
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut 
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak 
jual beli. 

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 
kerugiannya kepada nasabah. 

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari 
uang muka, maka 

a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga. 

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak 
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. 

: Jaminan dalam Murabahah: 

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 
dengan pesanannya. 

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 

: Utang dalam Murabahah: 

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika 
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan 
atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan 
utangnya kepada bank. 

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
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3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 
kerugian itu diperhitungkan. 



1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau 
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 



Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 



Kelima 



: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 



Keenam 



: Bangkrut dalam Murabahah: 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 26 Dzulhiiiah 1420 H . 



1 April 2000 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

JUAL BELI SALAM 

Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran 

harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan 
salam, kini telah melibatkan pihak perbankan; 
b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, 
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang salam untuk 
dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari’ah. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

... a ISI I jJL«T JJl I^jI Tj 

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis... ". 

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1 : 

... i jjUJlj I ^jjl I jJLaT ^ jJl L^jHj 

“ Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.... ” 

3. Hadis Nabi saw.: 

4^1p <Uil 4ill 2)1 4JLP <Uil ^j£- 

a 'jj) 

(0L^ jjt 4—^ J 

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” 
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban). 

4. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda: 

■{j** J £ y s" J °Cf* 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



"Barang siapa melakukan salaf f salam f hendaknya ia 
melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, 
untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Sahih al- 
Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36). 

5. Hadis Nabi riwayat jama’ ah: 

. . .Jii l jLj 

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman...” 

6. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: 

“Menunda-nunda ( pembayaran ) yang dilakukan oleh orang 
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi 
kepadanya. ” 

7. Hadis Nabi riwayat Tirmizi: 

I «1 I y- Jll jl f y- jjll 

I »\ y- Jll jl ^ y- ik y> N) 0 

■(^j* c/- ^ »' jj ) 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf). 

8. Ijma. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma’) atas 
kebolehan jual beli dengan cara salam. Di samping itu, cara 
tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598). 

9. Kaidah fiqh: 

j!)S jl y ki iiJV' j 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari 

Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM 
: Ketentuan tentang Pembayaran: 
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Kedua 



Ketiga 



Keempat 



Kelima 



Keenam 



1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 
uang, barang, atau manfaat. 

2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 

: Ketentuan tentang Barang: 

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 

2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 

3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan. 

5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis 
sesuai kesepakatan. 

: Ketentuan tentang Salam Paralel (y£ jl yi' 

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua 
terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama. 

: Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya: 

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan 
kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 

2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih 
tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 

3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih 
rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh 
menuntut pengurangan harga (diskon). 

4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang 
disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai 
dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan 
harga. 

5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu 
penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela 
menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: 

a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, 

b. menunggu sampai barang tersedia. 

: Pembatalan Kontrak: 

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak 
merugikan kedua belah pihak. 

: Perselisihan: 

Jika teijadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 



Dewan Syariah Nasional MUI 




05 Jual Beli Salam 4 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 29 Dzulhiiiah 1420 H . 

4 April 2000 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI 

National Sharia lloard - Indoncsian Council of Ulama 

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710 
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FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

JUAL BELI ISTISHNA' 



Dewan Syari’ah Nasional, setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering 
memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu 
dapat dilakukan melalui jual beli istishna’ ({_}■ -# - -Al), yaitu akad 
jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu 
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 
pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’)', 

b. bahwa transaksi istishna’ pada saat ini telah dipraktekkan oleh 
lembaga keuangan syari’ah. 

c. bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, DSN 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang istishna’ untuk 
menjadi pedoman. 



1. Hadis Nabi riwayat Tirmizi: 

I «I J>- j\ ^ jjl i- 

it- i? 



“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf). 

2. Hadis Nabi: 

((^jJiLl ^1 ^ U* jjPj 4^rl» jjl aljj) j! 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” 
(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al- 
Khudri). 

3. Kaidah fiqh: 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



Ketiga 



jl; y vi ^ j^n 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

4. Menurut mazhab Hanafi, istishna’ hukumnya boleh (jawaz ) 
karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa 
awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. 

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari 

Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA’ 

: Ketentuan tentang Pembayaran: 

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 
uang, barang, atau manfaat. 

2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 

: Ketentuan tentang Barang: 

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 

2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 

3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan. 

5. Pembeli ( mustashni ’) tidak boleh menjual barang sebelum 
menerimanya. 

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis 
sesuai kesepakatan. 

7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 
kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk 
melanjutkan atau membatalkan akad. 

: Ketentuan Lain: 

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, 
hukumnya mengikat. 

2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di 
atas berlaku pula pada jual beli istishna’ . 

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 29 Dzulhiiiah 1420 H . 

4 April 2000 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI 

National Sharia Uoard - Indoncsian Counr.il of Ulama 
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FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) 



4\il 

Dewan Syari’ah Nasional setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana 
lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan 
dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad 
kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama 
(malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang 
pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku 
pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai 
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak; 

b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari’ah Islam, 
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah 
untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

1. Lirman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 

of vi j_udij liciv i&Y^f i^sifv 1^5 \ 

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
( mengambil ) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu. . . 

2. Lirman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

... i I I I ^j3 JJl 1*11* 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.... ” 

3. Lirman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

...4jj <Uil CoL«l (j-o-jjl C^j-ll ijjli . 

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... ”. 



4. Hadis Nabi riwayat Thabrani: 
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Js j, Ol AjjCla^ JlUl lil ■ -11» -O' Op yj ^LaJl UOOO OlS"" 

Vj clplj Aj Vj dj3>«J A> dii-i N 01 Ao-lo ^glp 

J j *>j ^JLla <.y^ dLSi J*i Oli cills j Jjf oli ajIS aj 

^jp -k^jVI (3 flljj) j*-l3>j aJTj aJp <Uil Aiil 

•(lA* O*' 

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya. ” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: 

£. 131 :a5"^3I y&j dj*>3 : JlS jU3 >j aJTj aIIp 3)1 ^3)1 01 

^1 ®ljj) ^3J 'j O-JJ ^jtOJl; ^Jl JaLpj cAdjOOJlj 4 (J3^I 

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual. ” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

I — «I i j>- J3-I jl VV3- ^ j>- 0»do V' dy»-^3' 0^ 

( Ji-l jl V*>1>- VI (_s^ Oj^l^Jlj 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 

1. Hadis Nabi: 

As*- (J J* l J gjHj'Ail J A^rO. Jjl sl Jj) j'^>V J J^V 

(^J^l 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” 
(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al- 
Khudri). 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib ) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi 
musaqah. 

10. Kaidah fiqh: 

J* 'S4 of vi j 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 

Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) 

: Ketentuan Pembiayaan: 

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan 
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik 
dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), 
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola usaha. 

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah 
pihak (LKS dengan pengusaha). 

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak 
ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi 
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 
bentuk tunai dan bukan piutang. 

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat 
dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan 
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, 
LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. 
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti 
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 
bersama dalam akad. 
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Kedua 



8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan 
fatwa DSN. 

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban 
atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib 
berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

: Rukun dan Syarat Pembiayaan: 

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus 
cakap hukum. 

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad). 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modem. 

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh 
penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan 
syarat sebagai berikut: 

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika 
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus 
dinilai pada waktu akad. 

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan 
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai 
dengan kesepakatan dalam akad. 

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai 
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus 
dipenuhi: 

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 
disyaratkan hanya untuk satu pihak. 

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus 
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan 
harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan 
sesuai kesepakatan. Pembahan nisbah harus berdasarkan 
kesepakatan. 

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung 
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan 
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan 
(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus 
memperhatikan hal-hal berikut: 
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a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa 
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak 
untuk melakukan pengawasan. 

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan 
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi 
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. 

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam 
dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah, 
dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas 
itu. 

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan: 

1 . Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah 
kejadian di masa depan yang belum tentu teijadi. 

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena 
pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah ), kecuali 
akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran 
kesepakatan. 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H . 

4 April 2000 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI 

National Sharia Uoard - Indoncsian Counr.il of Ulama 

Sekretariat : Masjid lstiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma. Jakarta Pusat 10710 
Tclp.(021) 3450932 Fax. (02 1 ) 3440889 



FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 

,j^>“jJl 4\il 

Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain 
melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan 
akad keijasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 
tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi 
dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan 
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan; 

b. bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam 
kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan 
maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga 
keuangan syari’ah (LKS); 

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Lirman Allah QS. Shad [38]: 24: 

Ij^T jjJJI V' ^ ^IkUUl ^ I Jjk' 01 j. . . 

. . . L» J-Tsj cjL> 0I y? Il 

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada 
sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan 
amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini.... " 

2. Lirman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

^ jJL*JU I I I AJl 1*11* 
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.... ” 

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW 
berkata: 

V 5 U«-2sA?-l U« j-OJt dJlj UI : Jjij 4ill 01 

1 1 ^ ^ U: OU^ I3L3 
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Memperhatikan 



Menetapkan 



“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang 
yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati 
pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku 
keluar dari mereka. ” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al- 
Hakim, dari Abu Hurairah). 

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

i ) j C>\ j>- j! ^ L >A+a V) ^ jlli- 

Vj J* 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 

5. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh 
masyarakat pada saat itu. 

6. Ijma’ Ulama atas keboleh musyarakah. 

7. Kaidah fiqh: 

jl; y vi s^vi ok.i*isi j 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 

Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 
Beberapa Ketentuan: 

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad). 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modem. 

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 
memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. 

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekeijaan, dan 
setiap mitra melaksanakan keija sebagai wakil. 
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c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah 
dalam proses bisnis normal. 

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain 
untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah 
diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah 
dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa 
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 

a. Modal 

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau 
yang nilainya sama. 

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti 
barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal 
berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan 
tunai dan disepakati oleh para mitra. 

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal 
musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar 
kesepakatan. 

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak 
ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. 

b. Keija 

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi 
keija bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 
tambahan bagi dirinya. 

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas 
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan 
masing-masing dalam organisasi keija harus dijelaskan 
dalam kontrak. 

c. Keuntungan 

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu 
alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. 

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak 
ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi 
seorang mitra. 
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3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika 
keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau 
prosentase itu diberikan kepadanya. 

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan 
jelas dalam akad. 

d. Kerugian 

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara 
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 

4. Biaya Operasional dan Persengketaan 

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 08 Muharram 1421 H . 



13 April 2000 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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National Sharia Board - Indnnesian Council of Ulama 

Sekretariat : Masjid Istiqlal Karnar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta l’usat 10710 
Telp.(02l) 3450932 Fax. (021) 3440889 



FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang 

PEMBIAYAAN IJARAH 



Dewan Syari’ah Nasional setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu 
barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu 
akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam 
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri; 

b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain 
guna melakukan pekeijaan tertentu melalui akad ijarah dengan 
pembayaran upah (ujrah/fee); 

c. bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga 
keuangan syari’ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah; 

d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk 
dijadikan pedoman oleh LKS. 



1 . Lirman Allah QS . al-Zukhruf [43] : 32: 












“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka 
dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian 
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba- 
gian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan 
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. ” 



2 . 



Lirman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233: 



bl y» oij. . 

j 0 <Uil 01 t caiil I jjijlj 



“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
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menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah 
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. ” 

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26: 

j «Jl o j*?>- 01 es j>r liLO c-jIIj cJli 

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! 
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya. ’ ” 

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: 

.43 j£- 0' 8 j 3rt l^japl 

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. ” 

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id 
al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 

.a J>r\ 4<JjtwU I J^r\ ^ 

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 
upahnya. ” 

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata: 

U ja\j OJJi /jP 4jlj 4jlp 4\)l 4\il ijj^j cLgJL» 

.4O23 jl jSsJ 01 

“Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil 
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal 
tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan 
emas atau perak. ” 

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

C>\ 1 j>- J^-l jl ^ jjli- ^L/aJl 

j\ ^ j>- \L > (_jip 0 j^k1^«JIj 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa. 

9. Kaidah fiqh: 

Jp ji; y \ ^ 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya ) harus 

didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. ” 

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 

Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH 
: Rukun dan Syarat Ijarah: 

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua 
belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau 
dalam bentuk lain. 

2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi 
jasa dan penyewa/pengguna jasa. 

3. Obyek akad ijarah adalah : 

a. manfaat barang dan sewa; atau 

b. manfaat jasa dan upah. 

: Ketentuan Obyek Ijarah: 

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau 
jasa. 

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 
dilaksanakan dalam kontrak. 

3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syari’ah. 

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan 
mengakibatkan sengketa. 

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 
identifikasi fisik. 

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang 
dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa 
atau upah dalam Ijarah. 
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8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) 

dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. 

9. Kelenturan (flexibility ) dalam menentukan sewa atau upah dapat 

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 

1 . Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 

a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang 
diberikan 

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. 

c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk 
menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai 
kontrak. 

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya 
ringan (tidak materiil). 

c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran 
dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena 
kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia 
tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 08 Muharram 1421 H . 

13 April 2000 M 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

WAKALAH 



Dewan Syari’ah Nasional setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan 
pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu 
pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam 
hal-hal yang boleh diwakilkan; 

b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu 
bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah; 

c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan 
ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

1. Lirman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19: 

— i ^ t ^ ( g j 

: d* OA«Jl ajjfc 

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling 
bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di 
antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’ 
Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau 
setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih 
mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah 
salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang 
perakmu ini , dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang 
lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, 
dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali- 
kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. ’ ” 

2. Lirman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf 
kepada raja: 
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"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya 
aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. ” 

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

<Otil jj iJj <_£All ^3^ I-* 2 *-; Oli. . . 



“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... ”. 

4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: 

.01 jluJl j jjV' Js- ' y V j S' j ' y j 

“Dan tolong-menolonglah dalam ( mengerjakan ) kebajikan dan 
taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam ( mengerjakan ) 
dosa dan pelanggaran. ” 

5. Hadis-hadis Nabi, antara lain: 

^ilj • j*-LOj aJTj <u1p <Uil Aiil J y* j 0| 

(ll? ^il (3 OJJLa aljj) cO)jl>0! 4 j ali - Jji CjU/2 

“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang 
Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) 
Maimunah r.a. ” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’). 

4 — > Jilpls j*-L0j aOp L?"' of 

jl. £ (,0 aJI j Ajjlp jv- aJJI JUii 4 jL>c-vJ?I 

J J** J ^ G O 1*,a1 

^ olJ ;a>^i jiii .aL ^ j£f vi Wv A 

(e ^1 ^ (j£j eljj) s-lOas 

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih 
hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat 
berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, 
sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;’ lalu sabdanya, 
'Berikanlah ( bayarkanlah ) kepada orang ini unta umur setahun 
seperti untanya (yang dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami 
tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah 
kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya 
orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang 
paling baik di dalam membayar.” (HR. Bukhari dari Abu 
Hurairah). 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

jl ^J>s- 

“ Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 

1. Umat Islam ijma’ tas kebolehkan wakalah, bahkan 
memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis 
ta ’awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang 
oleh al-Qur'an dan hadis. 

8. Kaidah fiqh: 

j* [ps ji; y ni 5^' i j 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 

Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG WAKALAH 
: Ketentuan tentang Wakalah: 

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad). 

2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh 
dibatalkan secara sepihak. 

: Rukun dan Syarat Wakalah: 

1. Syarat-syarat mu wakkil (yang mewakilkan) 

a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang 
diwakilkan. 

b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas 
tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya 
seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima 
sedekah dan sebagainya. 

2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) 

a. Cakap hukum, 

b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, 

c. Wakil adalah orang yang diberi amanat. 
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3. Hal-hal yang diwakilkan 

a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, 

b. Tidak bertentangan dengan syari’ ah Islam, 

c. Dapat diwakilkan menurut syari’ ah Islam. 

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 08 Muharram 1421 H . 

13 April 2000 M 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: ll/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang 

KAFALAH 

■*>- jJl aiil 



Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering 

memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, 
yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung ( kafiil ) kepada 
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 
ditanggung ( makfuul ‘anhu, ashil ); 

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu 
skema penjaminan ( kafalah ) yang berdasarkan prinsip-prinsip 
syar’iah; 

c. bahwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan 
ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
kafalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Lirman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72:: 

4j Ulj JjLaj IjJli 

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; 
dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan 
memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku 
menjamin terhadapnya. ” 

2. Lirman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: 

.OljJjtSlj 'jj i(j 

“Dan tolong-menolonglah dalam ( mengerjakan ) kebajikan dan 
taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam ( mengerjakan ) 
dosa dan pelanggaran. ” 

Hadis Nabi riwayat Bukhari: 

ajlltcj jjioj 4jTj aJs- aUl Ji\ (1)1 4*1»* 

p — j caIIp cV aIIp : JUi c L jILp 



3 . 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



tjll : JlS ^ 4Jp iJlaS nj j >- 1 ajlHj ^J\ 

.aJp C4&I Jjl jlj oS ^Jp :«Slis JlS ^^Ip 

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang 
laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia 
mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau 
mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, 
Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ 
Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah 
temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu 
Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya 
Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah 
tersebut. ” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’). 

4. Sabda Rasulullah SAW : 

(1) ^p jlSl a1!| 0 ^P 

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. ” 

5. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

I «I J>- Jll jl J>- Usiv? ^1 J*! jJll 

( Jll j\ ^ y>- 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 

6. Kaidah fiqh: 

.i J p jiis jl; y \ j 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

jjlJ' 

“Bahaya (beban berat ) harus dihilangkan. ” 

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 

Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. 

MEMUTUSKAN 
: FATWA TENTANG KAFALAH 
: Ketentuan Umum Kafalah 

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad). 
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2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) 
sepanjang tidak memberatkan. 

3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh 
dibatalkan secara sepihak. 

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah 

1 . Pihak Penj amin (Kafii l ) 

a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat. 

b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam 
urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah 
tersebut. 

2. Pihak Orang yang berutang ( Ashiil , Makfuul ‘ anhu ) 

a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada 
penjamin. 

b. Dikenal oleh penjamin. 

3. Pihak Orang yang Berpiutang ( Makfuul Lahu) 

a. Diketahui identitasnya. 

b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. 

c. Berakal sehat. 

4. Obyek Penjaminan ( Makful Bihi ) 

a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik 
berupa uang, benda, maupun pekerjaan. 

b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. 

c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak 
mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. 

d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. 

e. Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan). 

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 08 Muharram 1421 H . 

13 April 2000 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
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FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

HAWALAH 

4iil 

Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang- 

utangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan 
penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam 
disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu 
pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung 
(membayar)-nya; 

b. bahwa akad hawalah saat ini bisa dilakukan oleh LKS; 

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, 
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hawalah 
untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: 

u 'iLi Cjtiis 

“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara 
kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) 
kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari). 

2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

I «I j>- ^ VI 

,C>\ j>- J^-l j\ V*>^>- ^ ^Js- 0 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 

3. Ijma. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah. 

4. Kaidah fiqh: 

Jp jl; y vi i^vi ovgu^i j j^i 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



JO 1 

“Bahaya ( beban berat ) harus dihilangkan. ” 

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. 

MEMUTUSKAN 
FATWA TENTANG HAWALAH 
Ketentuan Umum dalam Hawalah: 

1. Rukun hawalah adalah muhil yakni orang yang berutang 

dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal (jL_s£t .\ JUM), yakni 
orang berpiutang kepada muhil, muhal ‘alaih (^-4* yakni 

orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang 
kepada muhtal, muhal bih (<—> yakni utang muhil kepada 

muhtal, dan sighat (ijab-qabul). 

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad). 

3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, 
muhal/muhtal, dan muhal ‘alaih. 

5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam 
akad secara tegas. 

6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat 
hanyalah muhtal dan muhal ‘alaih; dan hak penagihan muhal 
berpindah kepada muhal ‘alaih. 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 08 Muharram 1421 H . 

13 April 2000 M 
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FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang 

UANG MUKA DALAM MURABAHAH 

4iil 

Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam 

permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan 
Syari'ah (LKS), LKS dapat meminta uang muka; 

b. bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan 
memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai 
dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang uang muka dalam murabahah untuk dijadikan 
pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

. . . ^J^-l ^ll jt-*-^lA 131 l^Jwd ^j^jAJI Lgjiu 

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi 
utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, 
tuliskanlah....” 

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

... i jjLaJlj I 1 1 jJL«T ^ASl I^jHj 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.... ” 

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

1 «1 y- J^-l jl ^ VI jjli- ^-U^Jl 

.1^1 j>- J^“l jl ^ j>- lij^ *b/l p Oj^l^Jlj 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, 
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 



13 Uang Muka dalam Murabahah 2 



Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



Ketiga 



“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain. ” 

5. Kaidah fiqh: 

Js> JI)S Jl; Vj S^l^VI 

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

•Jl y, J>SI 

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” 

6. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual 
beli adalah boleh (jawaz). 

: a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH 
: Ketentuan Umum Uang Muka: 

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan 
Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila 
kedua belah pihak bersepakat. 

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus 
memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat 
meminta tambahan kepada nasabah. 

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. 

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

: Latwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H . 

16 September 2000 M. 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 




Dewan Syariah Nasional MUI 




DEWAN SYAR1AH NASIONAL MUI 

National Sharia Board - Indoncsian Council of Ulama 

Sekretariat : Masjid lstiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710 
Telp.(021) 3450932 Kax. (021) 3440889 



FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 14/DSN-MUI/IX/2000 
Tentang 

SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM 
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 

Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) 

keuangan dikenal ada dua sistem, yaitu Cash Basis, yakni 
“prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan 
pendapatan pada saat terjadinya” dan Accrual Basis, yakni 
“prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan 
pendapatan didistribusikan pada beberapa periode”; dan masing- 
masing memiliki kelebihan dan kekurangan; 

b. bahwa kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakan 
untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan 
Syari’ah (LKS); 

c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh 
kepastian tentang sistem mana yang akan digunakan dalam LKS, 
sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang sistem pencatatan dan pelaporan 
keuangan dalam LKS untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Lirman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

... a jSr I ^ Jj Jj ISI I jJl«T JJl I^jI Ij 

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi 
hutang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, 
tuliskanlah... ” 

2. Lirman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

... i I jij I I ^ jJl 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.... ” 

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

I «I J>- J^-t jl ^ J>- Ij»«lL/ 5 VI (2ryd-~Jl jlli- 

.1^1 y- J^-l jl ^ y- \L> V) l J>s- Oj^il^Jlj 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, 
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 



“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain.” 



5. Kaidah fiqh: 

j* j^s ji; y vi j 

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 



^ 1 .. il ^ Ljjl 



“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum 
Allah. " 



: a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA 
DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH 

: Ketentuan Umum 

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis 
maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan. 

2. Dilihat dari segi kemaslahatan ( al-ashlah ), dalam pencatatan 
sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam 
distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar 
penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis). 

3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad. 

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele- 
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H . 

16 September 2000 M. 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 




Dewan Syariah Nasional MUI 




DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI 

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama 

Sekretariat : Masjid Jstiq1al Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710 
Tclp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889 



FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang 

PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM 
LEMBAGA KEUANGAN SYARI AH 

Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam 
suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip 
Bagi Untung (Profit Sharing ), yakni bagi hasil yang dihitung dari 
pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal) dan biaya- 
biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Net 
Revenue Sharing ), yakni bagi hasil yang dihitung dari 
pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal)', dan masing- 
masing memiliki kelebihan dan kekurangan; 

b. bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan 
untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan 
Syari’ah (LKS); 

c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh 
kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam 
LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam 
LKS untuk dijadikan pedoman. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

... a Jj ISI I jJL«T JJl Lgjl 1j 

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi 
utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, 
tuliskanlah....’’ 

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

... i jjLaJlj I 1 jJL«T ^ jjl l^jllj 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. . ..” 

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

jf ^ &£* Nl DyXlJl 'Jj' f\^r JataJ! 

.C>\ j>- J^-l jl ^ j>- U N' 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertema 



Kedua 



“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, 
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 



“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain. ” 



5. Kaidah fiqh: 

Jp J2S Ja*' y VI i^VI J 

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 



.<0)1 1 Il dJ * Ljjl 



“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum 
Allah. " 



: a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari 
Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA 
DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH 

: Ketentuan Umum 

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net 
Revenue Sharing ) maupun Bagi Untung ( Profit Sharing ) dalam 
pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 

2. Dilihat dari segi kemaslahatan ( al-ashlah ), saat ini, pembagian 
hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net 
Revenue Sharing ). 

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus 
disepakati dalam akad. 

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele- 
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H . 

16 September 2000 M. 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 




Dewan Syariah Nasional MUI 




'Jy& 

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI 

National Sharia Hoard - Indoncsian Council of Ulama 

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710 
Tcip.(021) 3450932 l-ax. (02!) 3440889 



FATWA 

DEWAN SYARFAH NASIONAL 
NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 
Tentang 

DISKON DALAM MURABAHAH 



Dewan Syari’ah Nasional, setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah 
penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga ( tsaman ) 
pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan 
sesuai dengan kesepakatan; 

b. bahwa penjual (Lembaga Keuangan Syari’ah, LKS) terkadang 
memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama 
(supplier); 

c. bahwa dengan adanya diskon timbul permasalahan: apakah 
diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga 
penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga 
sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) 
sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) 
menggunakan harga setelah diskon. 

d. bahwa untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip 
syari’ah Islam, tentang status diskon dalam transaksi murabahah 
tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
potongan harga (diskon) dalam murabahah untuk dijadikan 
pedoman oleh LKS. 

1 . Firman Allah QS . al-Ma’ idah [5] : 1 : 

... i I I jJL«T ^ jJl 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.... ” 

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

I — »\ ' j>- J — k~\ jl ^ V) ^ jJli- 

,C>I j>- J*-\ jl f l Js- 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 

Ketiga 



3. Kaidah fiqh: 

j* J2S ji; y vi J^vi ^ j^i 



“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 



,<Uil CtjJorJ L«Jjl 



“D/ mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum 
Allah. " 



: a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000. 



MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG DISKON DALAM MURABAHAH 

: Ketentuan Umum 

1. Harga ( tsaman ) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang 
disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai 
0 qimah ) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi 
maupun lebih rendah. 

2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya 
yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan 
kesepakatan. 

3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari 
supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena 
itu, diskon adalah hak nasabah. 

4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon 
tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang 
dimuat dalam akad. 

5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah 
dipeijanjikan dan ditandatangani. 

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
teijadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele- 
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H . 

16 September 2000 M. 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 





Dewan Syariah Nasional MUI 




'Jy& 

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI 

National Sharia Noard - Indoncsian Council of Ulama 

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusoma, Jakarta Pusat 10710 
lcip.(021) 3450932 ['ax. (02!) 3440889 



FATWA 

DEWAN SYARFAH NASIONAL 
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 
Tentang 

SANKSI ATAS NASABAH MAMPU 
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN 




Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari 

Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual 
beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS 
dilakukan secara angsuran; 

b. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban 
pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, 
pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di 
antara kedua belah pihak; 

c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa 
kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat 
dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran tersebut menurut syari’ah Islam; 

d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang 
sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran 
menurut prinsip syari’ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh 
LKS. 

Mengingat : 1. Lirman Allah QS. al- Ma’idah [5]: 1: 

... i I ^ jj! 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.... ” 

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

y>- J-5-1 jl ^ jp- ^ Jj\pt 

. jl ')!')[>- g h 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 

3. Hadis Nabi riwayat j ama’ ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim 
dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn 
Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu 
Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami 
dari Abu Hurairah): 

. . .Jii 'J& jki 

“Menunda-nunda ( pembayaran ) yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman...” 

4. Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud 
dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan 
Ahmad dari Syuraid bin Suwaid: 

C^jZ Jy J 

“ Menunda-nunda ( pembayaran ) yang dilakukan oleh orang 
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi 
kepadanya. ” 

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat 
Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain. ” 

6. Kaidah fiqh: 

jz > jl; y vi i^:vi j ’jM i 

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

. jo ; 

“Bahaya ( beban berat ) harus dihilangkan. ” 

: a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari 
Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG 
MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN 

: Ketentuan Umum 
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1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang 
dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi 
menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. 

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 
majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau 
tidak mempunyai kemauan dan it ik ad baik untuk membayar 
hutangnya boleh dikenakan sanksi. 

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar 
nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya 
ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 
ditandatangani. 

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele- 
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H . 

16 September 2000 M. 
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MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 
NO: 18/DSN-MUI/IX/2000 
Tentang 

PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF 
DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI AH 

f-p- ^ 4i)l 



Dewan Syariah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin 

terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, Lembaga Keuangan 
Syari'ah (LKS) dipandang perlu melakukan pencadangan, 
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

b. bahwa agar praktik pencadangan tersebut tidak menimbulkan 
kerugian atau beban berat bagi pihak-pihak terkait, DSN 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang pencadangan 
menurut syari’ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Lirman Allah QS. al- Ma’idah [5]: 1: 

... i I I jJL»T ^ 0J| 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.... ” 

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi ‘A mr bin ‘Auf: 

I — «i j>- J — jl ^ jp- jjU- 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 

3. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat 
Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain. ” 

4. Kemaslahatan dan ’uruf dalam lembaga keuangan menghendaki 
adanya pencadangan sebagai salah satu upaya mengurang resiko 
kerugian yang mungkin teijadi. 

5. Kaidah fiqh: 

js> jiss jl; y ni j 
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“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 

•J' j* 

“Bahaya ( beban berat, kerugian ) harus dihilangkan. ” 

,<Uil 

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum 
Allah. " 

Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari 
Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000. 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



Ketiga 



MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA 
PRODUKTIF DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 
: Ketentuan Umum 

1. Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS. 

2. Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian 
keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan 
nasabah. 

3. Dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruh 
keuntungan. 

4. Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangan hanya 
boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS. 

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika teijadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-saiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H . 

16 September 2000 M. 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 19/DSN-MUEIV/2001 

Tentang 

AL-QARDH 

4\il 

Dewan Syari'ah Nasional setelah: 

Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) di samping sebagai 
lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial 
yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal; 

b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat 
dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al- 
Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan 
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang 
diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh 
LKS dan nasabah. 

c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, DSN 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh untuk 
dijadikan pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Lirman Allah SWT, antara lain: 

. . .S tij t jJL»T ^ jj! 

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." 
(QS. al-Baqarah [2]: 282). 

... i 1 I jJLaT ^ JJl 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu... ’’ (QS. al- 
Ma’idah [5]: 1). 

... a e Jsli a ji 01 j 

“Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan...” (QS. al-Baqarah [2]: 280) 

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain: 

u — 4 ^ CP 0 ^ 

0 £ 0^0 ^ 0 ^° 0x0 \ s ' s s * 0 ^ s* 

4 ^-\ 0 jp jl*J| j»lSC> jl*JI 0 jp ^ <uilj 

eljj) 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

Pertama 



“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di 
dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan 
Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) 
menolong saudaranya” (HR. Muslim). 

(ke-LJr' aljj) ■ • 

“Penundaan ( pembayaran ) yang dilakukan oleh orang mampu 
adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah). 

®' jj ) <}y [J 

“Penundaan ( pembayaran ) yang dilakukan oleh orang mampu 
menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” 
(HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad). 

aljj) fCl&s 0) 

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling 
baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari). 

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

\ «I J>- jl ^ JjL >- 

.C>\ j>- jl ^ V) 0 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. ” 

4. Kaidah fiqh: 

Ji* ^ J*} J 5 " 
“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang 
berpiutang, muqridh) adalah riba. ” 

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari 

Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 200 1 M. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG AL-QARDH 

Ketentuan Umum al-Qardh 

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 
(muqtaridh) yang memerlukan. 

2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang 
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 
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4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana 
dipandang perlu. 

5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) 
dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam 
akad. 

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah 
memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 

b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 

Kedua Sanksi 

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan 
mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan 
karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi 
kepada nasabah. 

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud 
butir 1 dapat berupa —dan tidak terbatas pada— penjualan barang 
jaminan. 

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus 
memenuhi kewajibannya secara penuh. 

Ketiga Sumber Dana 

Dana al-Qardh dapat bersumber dari: 

a. Bagian modal LKS; 

b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan 

c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran 
infaqnya kepada LKS. 

Keempat : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

teijadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H 

18 April 2001 M 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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K.H.M.A. Sahal Mahfudh 



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NOMOR: 20/DSN-MULIV/2001 

Tentang 

PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI 
UNTUK REKSA DANA SYARI'AH 

jJ' Aill 



Dewan Syari'ah Nasional setelah, 

Menimbang : a. bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan 

aktifitas ekonomi ( mu'amalah ) dengan cara yang benar dan baik, 
serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) 
tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat 
meningkatkan ekonomi umat; 

b. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam, selain bertujuan untuk 
memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum 
ekonomi Syari’ah; 

c. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam dilakukan atas dasar suka sama 

suka ( al-taradi berkeadilan (al- ‘adalah dan tidak 

saling merugikan (laa dharara walaa dhiraar- J 'J j 'J ). 

d. bahwa salah satu bentuk mu'amalah pada masa kini adalah Reksa 
Dana; 

e. bahwa dalam Reksa Dana konvensional masih banyak terdapat 
unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, baik dari segi 
akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian 
keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya Reksa Dana yang 
mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan Syari'ah Islam; 

f. bahwa agar kegiatan Reksa Dana sesuai dengan Syari'ah Islam, DSN 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang reksa dana untuk 
djadikan pedoman oleh LKS. 

Memperhatikan : a. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang 
Reksadana Syari’ah, tanggal 24-25 Rabi’ul Awal 1417 H/29-30 Juli 
1997 M. 

b. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

c. Surat dari PT. Danareksa Investment Management, nomor S- 
09/01/PS-DIM. 

d. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari 
Senin, 15 Muharram 1422 H./9 April 2001 dan hari Rabu, 24 
Muharram 1422 H./18 April 2001. 

1. Lirman Allah SWT., antara lain: 

(T Vo : s y iJl) . . ^ au! Jj-I j . . . 



Mengingat 
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“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” 
(QS. al-Baqarah [2]: 275). 

Ij&j o°iv~ °jf vi jttfi* \°p\ ^ 0 jJi i*f i; 

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 
kamu,...” (QS. al-Nisa’ [4]: 29). 

( ) laJjlil) . . . .1 I I I ^ jJl I-§jI 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QS. al- 
Ma’idah [5]: 1). 

.(T j^l) &y>- Ua-T Vj Oj**-Ua.~V • . . 

“...kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. 
al-Baqarah [2]: 279). 

. . y* V-daS lj*XJ (1)1 . . . 

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari 
Tuhanmu ...” (QS. al-Baqarah [2]: 198). 

2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain: 

I «I j>- J s-l jl W ^ j>- b>JU<5 VI (jy>-L*-<Jl y*) Jj\ -5r ^L^aJl 

aljj) l-Jl> jf VV^ ^5- ll? VI d)j^l— <Jlj 

d^ 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf). 

d^l d^ C^UaJl jj fliU- y£- jj! flljj) j'^Vj j^V 

((/= d^ c/M 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin 
Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya ). 

3. Kaidah Fiqh: 

y>2> JJS Jwb j»J b> A^-ljVI 0*>Glfc<Jl ^ J-^VI 
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“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan 
sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. ” 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI 

UNTUK REKSA DANA SYARI'AH 

BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat 
pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer 
Investasi. 

2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para 
pemodal dalam Reksa Dana. 

3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk 
para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. 

4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik. 

5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, 
obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak beij angka 
atas efek, dan setiap derivatif dari efek. 

6. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip 
Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta ( sahib al- 
mal/ Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara 
Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. 

7. M udharabah/^/rat/ adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya 
kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari 
hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang 
disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal 
sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib. 

8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan 
tujuan agar pihak lain membeli Efek. 

9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan 
Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima 
deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang 
rekening yang menjadi nasabahnya. 



BAB II 

MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARI'AH 
Pasal 2 

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas: 

a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan 

b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem 
mudharabah. 

2. Karakteristik sistem mudarabah adalah: 
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a. Pembagian keuntungan antara pemodal ( sahib al-mal ) yang diwakili oleh Manajer 
Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua 
belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil 
investasi tertentu kepada pemodal. 

b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. 

c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang 
dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya ( gross negligence/tafrith ). 

BAB III 

HUBUNGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN 
Pasal 3 

Hubungan dan Hak Pemodal 

1 . Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara wakalah. 

2. Dengan akad wakalah sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandat 
kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. 

3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana 
Syari'ah. 

4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah. 

5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya 
dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi. 

6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan 
tersebut. 

7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh 
dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian. 

8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana 
Syariah. 



Pasal 4 

Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian 

1. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, 
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. 

2. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana Pemodal dan 
menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Syari’ah untuk 
setiap hari bursa. 

3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, 
Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas 
persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari'ah. 

4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari 
Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank 
Kustodian dianggap lalai ( gross negligence/tafrith), maka Manajer Investasi dan/atau 
Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya. 

Pasal 5 

Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi 

Manajer Investasi berkewajiban untuk: 
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a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam 
kontrak dan Prospektus; 

b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit 
Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja 
berikutnya; 

c. Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan 

d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan 
pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 

Pasal 6 

Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian 

Bank Kustodian berkewajiban untuk: 

a. Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana; 

b. Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa; 

c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi; 

d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah 
Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan 
indentitas lainnya dari para pemodal; 

e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak; 

f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon 
pemodal. 

BAB IV 

PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI 
Pasal 7 

Jenis dan Instrumen Investasi 

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah 
Islam. 

2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi: 

a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen 
didasarkan pada tingkat laba usaha; 

b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah; 

c. Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari’ah; 

Pasal 8 

Jenis Usaha Emiten 

1 . Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang 
jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam. 

2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah: 

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; 

b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi 
konvensional; 

c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan 
minuman yang haram; 
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d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun 
jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

Pasal 9 

Jenis Transaksi yang Dilarang 

1 . Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati- 
hatian (prudential management/ihu yath), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi 
yang di dalamnya mengandung unsur gharar . 

2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi: 

a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu; 

b. Bai al-Ma’dum yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short 
selling); 

c. Insider trading yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai 
informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang; 

d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) 
hutangnya lebih dominan dari modalnya. 

Pasal 10 

Kondisi Emiten yang Tidak Layak 

Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah: 

a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang 
yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba; 

b. apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, 
modal 55 %); 

c. apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha 
yang Islami. 

BAB V 

PENENTUAN DAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI 
Pasal 11 

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana 
Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. 

2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer 
Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non- 
halal dari pendapatan yang diyakini halal ( tafriq al-halal min al-haram ). 

3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah: 

a. Dari saham dapat berupa: 

- Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang 
dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk 
saham. 

- Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh 
emiten. 

- Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di 
pasar modal. 

b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari’ah dapat berupa: 

- Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. 

c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari’ah dapat berupa: 
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- Bagi hasil yang diterima dari issuer. 
d. Dari Deposito dapat berupa: 

- Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah. 

4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil 
investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidak-tidaknya 
setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan 
kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional. 

5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk 
kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah 
Nasional serta dilaporkan secara transparan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 12 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh 
Dewan Syari'ah Nasional. 

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika teijadi perselisihan di 
antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian 
hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H. 

18 April 2001 M. 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI 

National Sharia Hoard - Indoncsian Council of Ulama 

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusoma, Jakarta Pusat 10710 
lcip.(021) 3450932 l-ax. (02!) .1440889 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 2 l/DSN-MUI/X/200 1 
Tentang 

PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH 



Dewan Syari'ah Nasional setelah: 

Menimbang : a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya meng- 

antisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan 
ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana 
tertentu sejak dini. 

b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana 
tersebut dapat dilakukan melalui asuransi; 

c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi 
merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; 
apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan 
prinsip-prinsip syari’ah; 

d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan 
menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang 
berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman 
oleh pihak-pihak yang memerlukannya. 

Mengingat : 1 . Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan: 

caU! I jJLjIj aJLSI I jJLjI I jJL«T IfclL 

. ( j A ’.jdiA- I) 0 

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat 
untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan’’ (QS. al-Hasyr [59]: 18). 

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang 
harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain: 

c. jio cJLf i °J°J \°p\ jJjJi \$ i; 

Jjjj C» 4)til jj 
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“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1) 

lilj Lg-Lfcl CjUOaUl IjiJJ 01 aJLSI 01 

Oir <uil 0) caj Lk^J <uil 01 I 01 

(©A :?.L~Jl) \j ~&. j 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu 
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan 
adil... ” (QS. an-Nisa [4]: 58). 

./JiUlj L«jl 

» leJjlil) 0 a j^2>r[£ OUijOJl y* 

“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ( meminum ) 
khamar, berjudi, ( berkorban untuk ) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90) 

(T Y o :S>Jl) O 

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ” 
(QS. al-Baqarah [2]; 275) 

01 y* ^ ^ \j£j\ i trf c 

.(\ VA Jrjy 

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS.2 : al- 
Baqarah [2]: 278). 

:S yiOl) 0j.^»-Ui" Vj Oj-^-Ua." V 01 j 

(Y 

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka 
bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak 
(pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]; 279) 

01 I 01 j ce ^1 e jikli e ji 015^ Olj 

(YA* la jiJl) 0 j^1*j 
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“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 280) 

(1) jS-J (1)1 V) JJsLJIj I jlS'lj 'j I ^ jJl 

(1)15" aDI (1)1 I jllAJ 'j J j,2nJL/* ^Jp\ jJ 8jl3sJ 

(T ^ 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 
(mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa 
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.. ” 
(QS. an-Nisa [4] : 29) 

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong 
dalam perbuatan positif, antara lain : 

I jiJlj d)!jj*Slj j*jUl ^s- I Lij iS jiJ'j t 

.(Y laJilil) (_jIJL*J| aUI d)l aJLSI 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al- 
Maidah [5]: 2) 

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa 
prinsip bermu’amalah, antara lain: 

Ao^l (1) y£- AjiJl ^lilla AjlSI (1) y£* Altilj (_J js 

.(^ aljj) 

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan 
di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari 
kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia 
(suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu 
Hurairah). 

131 AUJ I Jia Jj Ji* 

al^^j) a j g . .di i a) 

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling 
mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau 
satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut 
menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir) 
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(jjl a 'jj) AOo OkaJl5”" ^j^JJ ^j^Jl 

(l 

“Seorang mu’ min dengan mu’ min yang lain ibarat sebuah 
bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR 
Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari) 

. jl VV^- ^ VI p-Z’jy // 0 

C/- 0^ flljj) 

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka 

buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘A mr bin 
‘Auf) 

®ljj) <Sy I-* ts / J^-l olIlSlj JI^pUI Co) 

(c-jlJakJl O 3 - j** J* J 

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan 

seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang 
diniatkannya”. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin 
Khattab). 

a 'jj) gy 1 - (/ ^1 ^ dy j 

J u* <y.b ^J b A 

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung 
gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu 
Majah dari Abu Hurairah). 

aljj) pC<ai jt-S'CCo-l j. y- 01 

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling 
baik dalam pembayaran hutangnya ” (HR. Bukhari). 

o* ^ J JS> 4^0» jjI el Jj) /y ')! j j^>V 

(/-- 0^ d*' 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah 
dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan 
Malik dari Yahya). 

7. Kaidah fiqh yang menegaskan: 

> j J* j^s jl; y vi i^cvi o^Gulii j */Jj\ - \ 

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 



Dewan Syariah Nasional MUI 




Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



21 Pedoman Umum Asuransi Syari’ ah 5 



j4JL> j j2si\ — Y 

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin. ” 

J\'J yj*}\ -r 



“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan. ” 

: 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ ah DSN-MUI tanggal 13-14 

Rabi’uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M. 

2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 
Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 
2001 M. 

3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 
Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 
Rajab 1422 H/17 Oktober 2001 . 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI 

SYARI’AH 

Ketentuan Umum 

1. Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah 
usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara 
sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / 
atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk 
menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang 
sesuai dengan syariah. 

2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point 
(1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir 
(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), 
barang haram dan maksiat. 

3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk 
tujuan komersial. 

4. Akad tabarru ’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan 
dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata 
untuk tujuan komersial. 

5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan 
sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan 
kesepakatan dalam akad. 

6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh 
perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

: Akad dalam Asuransi 

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri 
atas akad tijarah dan / atau akad tabarru 

2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 
mudharabah. Sedangkan akad tabarru ’ adalah hibah. 

3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan : 
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Ketiga 



Keempat 



Kelima 



Keenam 



Ketujuh 



a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan; 

b. cara dan waktu pembayaran premi; 

c. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru’ serta syarat-syarat 
yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang 
diakadkan. 

Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru’ 

1. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak 
sebagai mudharib ( pengelola ) dan peserta bertindak sebagai 
shahibul mal (pemegang polis); 

2. Dalam akad tabarru ’ (hibah), peserta memberikan hibah yang 
akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena 
musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola 
dana hibah. 

Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru’ 

1. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' 
bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan 
haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum 
menunaikan kewajibannya. 

2. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad 
tijarah. 

Jenis Asuransi dan Akadnya 

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi 
kerugian dan asuransi jiwa. 

2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah 
mudharabah dan hibah. 

Premi 

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis 
akad tabarru '. 

2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah 
dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk 
asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, 
dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam 
penghitungannya. 

3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat 
diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada 
peserta. 

4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat 
diinvestasikan. 

Klaim 

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal 
peijanjian. 

2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang 
dibayarkan. 

3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan 
merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. 
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Kedelapan 



Kesembilan 



Kesepuluh 



Kesebelas 



4. Klaim atas akad tabarru merupakan hak peserta dan 
merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati 
dalam akad. 

Investasi 

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan 
investasi dari dana yang terkumpul. 

2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. 

Reasuransi 

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada 

perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah. 

Pengelolaan 

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh 
suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. 

2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari 
pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah 
(mudharabah). 

3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari 
pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah). 

Ketentuan Tambahan 

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan 
diawasi oleh DPS. 

2. lika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
teijadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 
dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : lakarta 
Pada Tanggal : 17 Oktober 2001 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAIELIS ULAMA INDONESIA 
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National Sharia Uoard - Indoncsian Counr.il of Ulama 
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FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 

Tentang 

JUAL BELI ISTISHNA' PARALEL 

<j-«^“j-ll 4\il 



Dewan Syari’ah Nasional, setelah 



Menimbang 



Menimbang 



a. bahwa akad jual beli Istishna’ yang dilakukan oleh 

Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada umumnya 
secara paralel (tsjijii yaitu sebuah bentuk akad 

Istishna’ antara nasabah dengan LKS, kemudian untuk 
memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS 
memerlukan pihak lain sebagai Shani’\ 

b. bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, 
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
istishna’ paralel untuk menjadi pedoman. 

1. Hadist Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

Jll jl VVl f J>- UcLya VI Dyd-~^l J . J jjll 
jl W->- VI j t g 



“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram. ” 



2 Hadist Nabi: 

Cj* Ji' al JJ> 

(c5jAl i-l j_^l 

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri 
maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Al-Daraquthni, 
dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri). 

3. Kaidah fiqh: 

js> jjs jl; y vi Jijvi o^mii j jl^/i 
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Memperhatikan 



Menetapkan 



Pertama 



Kedua 



Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

4. Kaidah Fiqih 

Kesulitan itu dapat menarik kemudahan 

5. Kaidah Fiqih 

Jl kSj^a Jj-ij AS 

Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat 

6. Kaidah Fiqih 

cu-llsir colSf 

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama 
dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ 
(selama tidak bertentangan dengan syariat) 

1. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 
2293/DSAK/IAM/2002 tertanggal 17 Januari 2002 
perihal Permohonan Fatwa Istishna’ Paralel. 

2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah 
Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 
H./ 28 Maret 2002 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA’ 
PARALEL 

Ketentuan Umum 

1. Jika LKS melakukan transaksi Istishna’, untuk memenuhi 
kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan 
istishna’ lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, 
dengan syarat istishna’ pertama tidak bergantung 
(; mu’allaq ) pada istishna’ kedua. 

2. LKS selaku mustashni’ tidak diperkenankan untuk 
memungut MDC ( margin during construction ) dari 
nasabah (shani’) karena hal ini tidak sesuai dengan 
prinsip syariah. 

3. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad 
Istishna’ (Fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000) 
berlaku pula dalam Istishna’ Paralel. 

Ketentuan Lain 
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1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika teijadi perselisihan di antara kedua belah pihak, 
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 
Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 
mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 14 Muharram 1423 H. 

28 Maret 2002 M 
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FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 
Tentang 

POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH 

jJl j^l 4\il 

Dewan Syari’ah Nasional setelah, 

Menimbang a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada 

Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada umumnya 
dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah 
disepakati antara LKS dengan nasabah; 

b. bahwa dalam hal nasabah melakukan pelunasan 
pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu 
yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk 
memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran 
tersebut; 

c. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut 
menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam 
murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat 
secara umum. 

Mengingat 1. Lirman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: 

• • r^j y?' • • • 

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...." 

2. Lirman Allah QS. al-Nisa’ [4] : 29: 

of vi jj*db ikz i^Isifv \°p~\ yjJi i; 

• Jp\') 

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 
memakan ( mengambil ) harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan sukarela di antaramu. . . 

3. Lirman Allah QS. al-Ma’idah [5] : 1 : 

... i I jij I I j i* ' ydi u 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”. 
Lirman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: 



4 . 
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fV' J* *J\ J* {Jj&j ••• 

(T :aJb c lil) OljluJlj 

“... <7a« tolong-menolonglah dalam ( mengerjakan ) 
kebajikan dan taqwa.... ” 

5. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan 
shahihkan oleh Ibnu Hibban : 

a\)I J d)l 4 ap a\)I ^l 

aljj^ y ^^-ll L»jI ijli j aJIj aAp Aiil 

(0L>- <jjl Aa-Ow5J (jjlj (J -IfcJl 

Dari AZ?w 5a ’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh 
dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. 

6. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al- 
Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa 
hadis ini shahih sanadnya : 

y>\ L»J aJTj aAp Atil (1)1 ^1 <_£jj 

CAltil lj :l jJULj tjt-gAA ^ -\ y>-\j 

jLSi ^ (1 )jj2 ^UJl I^J liss-l b O ijJjl 

al^ a]\ j a^Lp aJ)! auI j 

j J J 

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika 
beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, 
datanglah beberapa orang dari mereka seraya 
mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau 
telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara 
kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum 
jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah 
keringanan dan tagihlah lebih cepat”. 

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

jf v*>^ vi oyXiJi y^r 

jl VV^>- I VI Oj^J—^Jlj 

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
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terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram. ” 

8. Kaidah fiqh: 

ji)s jl; y vi ovc.iHji j 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 



Memperhatikan 



Menetapkan 



Pertama 



Kedua 



1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI 
Nomor: UUS/2/878 tahun 2002. 

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional 
pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 
Maret 2002 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG POTONGAN PELUNASAN 
DALAM MURABAHAH 

Ketentuan Umum 

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan 
pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari 
waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan 
potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan 
syarat tidak diperjanjikan dalam akad 

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas 

diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 14 Muharram 1423 H. 

28 Maret 2002 M. 
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FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 

Tentang 

SAFE DEPOSIT BOX 



Dewan Syariah Nasional setelah, 

Menimbang : a. bahwa salah satu jasa perbankan yang menjadi 

kebutuhan masyarakat adalah menyediakan tempat 
penyimpanan barang berharga atau dikenal dengan istilah 
saf e deposit box (SDB); 

b. bahwa untuk itu, Bank Syariah dipandang perlu 
menyediakan jasa penyimpanan dan/atau penitipan 
barang berharga tersebut; 

c. bahwa agar transaksi tentang SDB dapat dilakukan 
sesuai dengan prinsip Syariah, DSN memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan 
pedoman. 



Mengingat 



1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 233: 

\l\ id jrsSf jf fjL&'jLJ y oi j . . . 

<Uil 2)1 1 t<d)l I c< ^ jtJU-L- 



/SJ (1) jEkJtlUkJ 



"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan. " 

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]: 26: 

jjlSl cj j*p>- (1)1 ® y>r liv*t cjIIj dJlS 

.^1 



Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Hai 
ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita ) adalah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya. ” 




24 Safe Deposit Box 2 



3. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa 
Nabi bersabda: 

flljj) 43 ji> cJutcJ jl Jji 4 y>r\ Ijjapl 

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. " 

4. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, dari 'Aisyah r.a. ia 
berkata: 

^ j-* j Jn jj'j ^ y^LL-ij 

^ip j-*j .4j!AgJU LoUs 

jlp 4 |JpIjj tU 4 JI lisJj 4 ULI 3 ff jjji 

cLj*}) J (Jl) L-^LLs-IjJ LkPIjIs cJL! A*j jjJ 

. . . *>L-Jjl3 

AaW SAVk bersama Abu Bakar mengupah seorang laki- 
laki dari Bani Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir, 
sedang laik-laki itu masih berpegang pada agama kaum 
kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayai 
orang itu, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka 
kepadanya dan mereka berjanji kepadannya untuk 
bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki itu 
kemudian datang kepada mereka dengan membawa 
kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam 
ketiga. Lalu keduanya pergi (menuju Madinah). 

5. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’i dari 
Sa'd Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia 
berkata: 

4*^ ^ J 1 y (_s^ 4 ^ " 

(2-i-)3 4 -Jp ^)-)) . 4 UI (J ^ 1jL^43 s-LJU 

.4^/23 jl ( -fcjj ir^ 

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) 
hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang 
teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan 
hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan 
tanah itu dengan emas atau perak (uang). ” 

6. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan 
Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 

.4 J>r I <U1*L3 I 

“ Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 
upahnya. ” 
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Memperhatikan : 1. Surat Direksi Bank Syariah Mandiri No 3/37/DPP 

tanggal 31 Agustus 2001 tentang Permohonan Fatwa 
untuk Layanan Safe Deposit Box BSM. 

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional 
pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 
Maret 2002 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG SAFE DEPOSIT BOX 

1. Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box 
(SDB) dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah 
(sewa). 

2. Rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB merujuk 
pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ijarah. 

3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah 
barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak 
dilarang oleh negara. 

4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 

5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa 
ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak 
bertentangan dengan rukun dan syarat Ijarah. 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 

dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 14 Muharram 1423 H 
28 Maret 2002 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
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FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 

Tentang 

RAHN 



Dewan Syariah Nasional setelah, 

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang 

menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan 
menggadaikan barang sebagai jaminan utang; 
b bahwa lembaga keuangan syari’ah (LKS) perlu 

merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam 
berbagai produknya; 

c bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syari’ah, Dewan Syariah Nasional 
memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan 
pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai 
jaminan atas utang. 

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283: 

. . . tJpyJU* Oli j3 LolS^ jtJj jjL- S’" Olj 

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu 
tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang 

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah 
r.a., ia berkata: 

^ j ^! m \ 4)til 4\il J 01 

Jl 

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli 
makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan 
Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. ” 

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi’i, al-Daraquthni dan Ibnu 
Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: 

“ulp 4j ^JJl ^ ^Ji\ jljj 'j 
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Memperhatikan 



"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik 
yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan 
menanggung resikonya. " 

4. Hadits Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan al- 
Nasa’i, Nabi s.a.w. bersabda: 

jwlil cli j-* y* 0L5" 151 j g Ml 

.klaJl ^ JLpj di ji 015" 151 

"Tunggangan ( kendaraan ) yang digadaikan boleh 
dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang 
ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan 
menanggung biayanya. Orang yang menggunakan 
kendaraan dan memerah susu tersebut wajib 
menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. " 

5. Ijma: 

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al- 
Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181). 

6. Kaidah Fiqih: 

jo; y \ j 

■ 

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

1 . Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain: 

j)\ f 15 ^ I 

( rnv^c ^i) 

Mengenai dalil ijma’ ummat Islam sepakat (ijma’) 
bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan 
utang ) diperbolehkan 

OjJ&^il aJs- i_J yj 'j yA jJb J5" jJ&l jii 

On ^ r c 

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai 
secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan 
berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut. 

01 4jl jS- 

'ja 
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Menetapkan 

Pertama 

Kedua 



Ketiga 



Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat 
bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan 
barang gadai sama sekali . 

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional 
pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 
dan hari Rabu, 15 Rabi’ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002 

MEMUTUSKAN 
FATWA TENTANG RAHN 

Hukum 

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan 
ketentuan sebagai berikut. 

Ketentuan Umum 

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 
menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin 
(yang menyerahkan barang) dilunasi. 

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. 
Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh 
Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi 
nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti 
biaya pemeliharaan dan perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya 
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga 
oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan 
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun 
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

5. Penjualan Marhun 

a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus 
memperingatkan Rahin untuk segera melunasi 
utangnya. 

b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, 
maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui 
lelang sesuai syariah. 

c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi 
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang 
belum dibayar serta biaya penjualan 

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan 
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. 

Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika teijadi perselisihan di antara kedua belah pihak, 
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
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melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai- 
mana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 15 Rabi’ ul Akhir 1423 H 
26 Juni 2002 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 

Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 
Tentang 
RAHN EMAS 

4iil 

Dewan Syariah Nasional setelah, 

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi 

kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan 
barang sebagai jaminan atas utang; 

b. bahwa bank syari’ah perlu merespon kebutuhan 
masyarakat tersebut dalam berbagai produknya; 

c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim 
menjadikan emas sebagai barang berharga yang 
disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai 
jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang; 

d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu 
untuk dijadikan pedoman. 

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283: 

Ol i ji CjIS' j»J j yL- Otj 

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu 
tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang.... 

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 
'A’isyah r.a., ia berkata: 

.oJwb- JA \s-jl 4 lijJ 

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli 
makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan 
Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. 

3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu 
Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: 

4 J ;4 JL&j ^JJl jIAj V 
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"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari 
pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh 
manfaat dan menanggung resikonya. " 

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al- 
Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda: 

'jAi\ jJj clJ y>y OlT ISI 

^ ji ^ _}■* y 015" ISI aOLOj 

"Tunggangan ( kendaraan ) yang digadaikan boleh 
dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang 
ternak yang digadaikan dapat diperah susunya 
dengan menanggung biayanya. Bagi yang 
menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib 
menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. " 

5. Ijma’ : 

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al- 
Zuhaili, al-Fiqh al-Islami w a Adillatuhu, 1985, V: 
181). 

6. Kaidah Fiqh: 

jiis j i; y j 

■'fAy^ 

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

Memperhatikan : 1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM 

Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan 
Fatwa atas Produk Gadai Emas. 

2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari 
Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan FATWA TENTANG RAHN EMAS 

Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn 

(lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-M U I/I 11/2002 
tentang Rahn). 

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ( marhun ) 
ditanggung oleh penggadai ( rahin ). 
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3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya 
didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata 
diperlukan. 

4. Biaya penyimpanan barang ( marhun ) dilakukan 
berdasarkan akad Ijarah. 

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 
mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 14 Muharram 1423 H 
28 Maret 2002 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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